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I. PENDAHULUAN

Rencana penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelbagai macam peristiwa konflik
sosial yang sering terjadi di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman
dalam pelbagai aspek, konflik sosial merupakan fenomena yang tidak mungkin bisa
dihindarkan. Dalam kajian teoritik seperti dalam antropologi dan sosiologi,
keragamaan yang dimiliki suatu bangsa, sebagaimana yang juga dimiliki oleh bangsa
Indonesia, selalu dipandang sebagai suatu kekuatan sosial yang memiliki potensi
positif. Keragaman yang tercermin pada identitas kolektif suatu kelompok sosial,
dapat menciptakan ikatan kohesif yang dapat memperlkuat posisi tawar dengan
kelompok sosial lainnya. Tetapi, di sisi lain, keragaman tersebut berpotensi juga
dalam menciptakan stereotip dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Maka bisa
dipastikan, sikap tersebut menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial.

Konflik sosial yang pernah terjadi secara beruntun di tahun 1990-an, selalu
berhubungan dengan kemajemukan. Di antara variabel keanekaragaman yang
acapkali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan berakibat pada terjadinya
konflik sosial adalah agama. Agama boleh dikatakan sebagai unsur sosial dengan
tingkat sensisivitas yang tinggi. A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama R.I. pernah
mengatakan bahwa agama merupakan topik pembicaraan yang paling banyak
menggugah emosi. Ranah pembicaraan agama dapat melampaui ranah budaya, etnis,
bahasa, dan lain sebagainya. Apabila, misalnya, etnis memiliki keterbatasan hanya
dalam konteks tertentu yang secara kebetulan disatukan dengan latar belakang etnis
yang sama. Tetapi berbeda dengan agama. Agama justru bisa merangkul perbedaan
budaya, bahasa, dan etnis. Sehingga jika ada persoalan sosial seperti konflik yang
dipicu oleh agama, maka dengan begitu cepatnya mendatangkan respons dari pihak
yang memiliki kesamaan agama dengan pihak yang terlibat konflik secara langsung,

meskipun dari sisi etnis, misalnya, berbeda.



Meskipun akhir-akhir ini jarang muncul konflik bernuansakan perbedaan
agama, tidak berarti masyarakat Indonesia betul-betul steril dari konflik. Dalam
bentuk konflik realistik, memang jarang terjadi. Namun demikian, pada masing-
masing komunitas agama sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut dengan konflik
autistik, yakni konflik pada ranah pemahaman seperti kesalahpahaman pada
kelompok agama lain yang jika ada pemicu pada realitas empirik akan menjadi
konflik realistik. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa pada masing-masing
komunitas agama sebenarnya telah ada semacam konstruksi budaya yang dapat
menggiring pada tindak kekerasan. Munculnya konstruksi ini terkait dengan model
studi agama yang dipakai, baik ketika mengonstruksi agama yang dipeluknya,
maupun ketika mengonstruksi agama lainnya. Dalam studi ini seringkali muncul bias
seperti terlihat pada pandangan yang cenderung ingin menegasi kebenaran agama
lain. Bila komunitas agama terjebak pada pandangan seperti ini, maka konflik
realistik akan mudah terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menginduksi studi
agama yang dikembangkan oleh intelektual muda Muhammadiyah. Peneliti
berpandangan model studi agama yang dikembangkan intelektual muda
Muhammadiyah menghasilkan suatu pandangan yang lebih konstrukstif terutama
terhadap eksistensi agama lain. Pandangan ini memiliki imp likasi terhadap konstruksi
kultur nirkekerasan yang dapat menekan konflik antarumat beragama. Dengan
melakukan induksi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan berupa
model teoritik studi agama berbasis multikulturalisme. Ada empat pertanyaan yang
ingin dijawab penelitian, yakni: (1) Bagaimana pandangan intelektual muda
Muhammadiyah terhadap keragaman agama?; (2) Mengapa aktivis gerakan Islam
berpandangan demikian?; Apa yang mendasari pemikiran intelektual muda
Muhammadiyah tersebut?; (3) Bagaimana implikasi pandangan intelektual muda
Muhammadiyah terhadap pengembangan studi agama berbasis multikultural?; (4)
Apakah studi agama berbasis multikulturalisme yang dikembangkan oleh intelektual
muda Muhammadiyah bisa dijadikan model teoritik bagi pengembangan studi agama
di lembaga pendidikan terutama Muhammadiyah di Indonesia?

Temua penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan
studi agama-agama di Indonesia yang berimplikasi pada pengembangan kultur

nirkekerasan.



II. METODOLOGI

Penelitian ini ingin melakukan telaah secara mendalam terhadap pemikiran
dan tindakan yang dilakukan oleh intelektual muda Muhammadiyah dalam
mengembangkan studi agama berbasis multikulturalisme. Dengan demikian data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan apa yang dalam
sosiologi mikro disebut “dunia makna subyektif aktor”. Nomenklatur dunia makna
subyektif berasal dari Max Weber yang mengembangkan paradigma definisi sosial
dalam sosiologi. Melalui paradigmanya ini, Max Weber ingin mengubah perhatian
penelitian tindakan manusia, yang semula oleh paradigma fakta sosial diarahkan pada
fenomena makro obyektif, kemudian oleh Max Weber digeser kepada fenomena
tindakan manusia yang bersifat subyektif. Ada lima ciri pokok tindakan manusia yang
direkomendasikan Max Weber agar diteliti, yaitu: (1) tindakan manusia, yang
menurut aktor mengandung makna subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata;
(2) tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif; (3)
tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja
diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam; (4) tindakan itu
diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu; (5) tindakan itu
memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (George Ritzer,
1985).

Tindakan intelektual muda Muhammadiyah sebagai sasaran penelitian ini bisa
dipahami dari paradigma definisi sosialnya Max Weber. Tindakan intelektual muda
Muhammadiyah dalam bentuk pengembangan studi agama berbasis multikulturalisme
yang berimplikasi pada konstruksi kultur nirkekerasan dalam konteks hubungan
antarumat beragama, diasumsikan sebagai tindakan yang mengandung makna
subyektif. Mengapa para intelektual muda Muhammadiyah menaruh perhatian pada
studi agama berbasis multikulturalisme? Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa dicari
pada dunia makna subyektif yang menggugah intelektual muda Muhammadiyah
mengembangkan studi agama berbasis multikulturalisme. Untuk mengerti --atau
melakukan apa yang disebut Max Weber dengan inferpretative understanding—
makna subyektif tindakan intelektual muda Muhammadiyah, penelitian ini akan
mengadakan wawancara secara mendalam serta melakukan analisis teks terhadap
tulisan (artikel, makalah, buku) intelektual muda Muhammadiyah. Oleh karena itu,
penelitian ini menggunakan hermeneutika sebagai alat untuk menganalisis pelbagai

macam teks yang disajikan oleh intelektual muda Muhammadiyah.



Di Indonesia, hermeneutika sudah lazim dipakai dalam studi pemikiran Islam
yang memanfaatkan data yang berbentuk teks, misalnya penelitian yang dilakukan
Ilham B. Saenong (2002), Fakhruddin Faiz (2002), Moch. Nur Ichwan (2003), serta
yang dilakukan Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim (1998).
Penelitian yang disebut terakhir, melakukan kajian hermeneutik terhadap pemikiran
dan aksi politik cendekiawan Muslim yang dilakukan Dedy Djamaluddin Malik dan
Idi Subandy Ibrahim (1998). Dalam penelitiannya kedua peneliti ini menggunakan
hermeneutika untuk menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais,
Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat. Suatu hal yang menarik pada kerangka
analisis Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim adalah penggunaan
hermeneutika sosial (social hermenutics), suatu jenis hermeneutika yang berusaha
memberikan interpretasi terhadap tindakan individual dan sosial (inferpretation of
human personal and social action). Melalui hermeneutika sosial ini, kedua peneliti
berusaha mengkaitkan pemikiran keempat cendekiawan muslim tersebut dalam
konteks sosial tertentu. Penggunaan jenis hermeneutika ini dikatakan menarik sebab
sejauh ini masih ada anggapan bahwa hermeneutika hanya cocok digunakan untuk
menafsirkan teks-teks dalam kitab suci. Pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya
keliru karena di awal perkembangannya hermeneutika digunakan sebagai teori
cksegesis Bibel (Richard E. Palmer, 2003). Maka tidak heran jika di awal
perkembangannya hermeneutika lebih akrab dengan filsafat dan teologi. Tetapi
dalam perkembangan selanjutnya, masih menurut Richard E. Palmer (2003),
hermeneutika oleh Wilhelm Dilthey dikembangkan sebagai fondasi metodologi bagi
geisteswissenschaften (semua disiplin keilmuan yang memfokuskan pada pemahaman
seni, aksi, dan tulisan manusia). Hermeneutika Dilthey ini di sisi lain mengandung
penegasan terhadap adanya karakteristik yang berbeda antara ilmu-ilmu kealaman dan
ilmu-ilmu kultural. Bila ilmu-ilmu kealaman mengutamakan penjelasan (erklaren)
untuk mengungkap regularitas peristiwa-peristiwa alam dengan berpedoman kepada
hukum-hukum universal, sementara ilmu-ilmu kultural mengutamakan pemahaman
(verstehen) terhadap perilaku manusia agar bisa diketahui makna di balik perilaku
tersebut (Richard E. Palmer, 2003).

Perilaku manusia sebagai salah satu telaah hermeneutika memiliki cakupan
yang luas. Perilaku manusia tidak terbatas pada tindakan manusia dalam hubungannya
dengan orang lain, atau yang lazim disebut dengan interaksi sosial. Perilaku manusia

ada yang diartikulasikan dalam bentuk teks seperti karya tulis. Penelitian ini banyak



bersentuhan dengan data yang berbentuk karya tulis sebagai hasil pemikiran para
intelektual muda Muhammadiyah. Dalam berhadapan dengan teks, peneliti akan
mengambil posisi secara dialektis antara distansiasi dan apropriasi (Kaelan, 2005).
Dengan distansiasi, peneliti akan memfokuskan pada teks dan konsteksnya, sehingga
peneliti akan dipengaruhi oleh gagasan intelektual muda Muhammadiyah. Sedangkan
dengan apropriasi, peneliti mengambil posisi independen terhadap teks sehingga
“leluasa” dalam menafsirkan dan memproyeksitikan teks dalam konteks yang lain
terutama untuk kepentingan pengembangan studi agama multikulturalisme.

Selain bertolak dari perspektif hermeneutika, penelitian ini juga memanfaatkan
teori konstruksi sosial (theory of social contruction) dari Peter L. Berger dan Thomas
Luckmann sebagai paradigma dalam memahami fenomena penelitian. Melalui
paradigma ini, peneliti ingin memposisikan teks (karya tulis) intelektual muda
Muhammadiyah dalam konteks sosial yang lebih luas. Proses kreatif aktivis Islam
liberal dalam merancang studi agama berbasis multikulturalisme tentu tidak muncul
dalam ruang hampa, tetapi melalui tahapan eksternalisasi, obyektivasi, dan
internalisasi. Dalam tahapan eksternalisasi, intelektual muda Muhammadiyah
melakukan kegiatan pencurahan diri yang terartikulasi dalam bentuk pemikiran
keislaman. Hasil pencurahan ini dapat dibaca pada karya tulis (teks) intelektual muda
Muhammadiyah. Selanjutnya hasil eksternalisasi terobyektivasikan dalam bentuk
institusi, norma, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk obyektivasi pemikiran
aktivisn intelektual muda Muhammadiyah dalam insitusi studi agama berbasis
multikulturalisme. Pada tahap berikutnya, hasil obyektivasi lalu diinternalisasikan
baik oleh komunitas intelektual muda Muhammadiyah sendiri maupun pihak luar
yang sependapat dengan gagasan intelektual muda Muhammadiyah.

Penelitian ini akan mewanwacari secara mendalam terhadap intelektual muda
Muhammadiyah yang tersebar di Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Atas
pertimbangan ini, maka ketiga tempat tersebut dipilih. Pilihan tempat penelitian bukan
atas pertimbangan untuk memahami setting sosial dalam mana intelektual muda
Muhammadiyah melakukan aktivitas pemikiran. Meskipun setting sosial diakui
memberikan dukungan—ketiga tempat yang dipilih dihuni banyak mahasiswa dan
intelektual muda Muslim yang memungkinkan gagasan liberalistik tumbuh subur—
tetapi analisis dalam penelitian i tetap diarahkan kepada para intelektual muda
Muhammadiyah yang tinggal di tiga tempat tersebut. Dengan demikian, pilihan

tempat semata-mata atas pertimbangan tempat tinggal para intelektual muda



Muhammadiyah.Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

wawancara mendalam, dan dokumenter.

II1. HASIL PENELITIAN
A. Ihwal Kelahiran JIMM Sebagai Sayap Kritis Muhammadiyah

JIMM adalah singkatan dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.
JIMM merupakan komunitas generasi Muhammadiyah yang merasa bahwa gerakan
pemikiran dan intelektual di Muhammadiyah mengalami kemandekan. Sebagai
sebuah komunitas yang bergerak di bidang pemikiran, JIMM tidak memiliki sistem
keanggotaan yang mengikat. JIMM berdiri pada bulan Oktober 2003, di Bogor
melalui sebuah workshop yang diorganisir oleh Ma'arif Institute for Culture and
Humanity, Jakarta. Tokoh penting di balik kelahiran JIMM adalah Moeslim
Abdurrahman dan Syafii Maarif. Baik Moeslim maupun Syafii sama-sama
memberikan ruang yang cukup luas bagi anak-anak muda Muhammadiyah yang
tergabung dalam JIMM untuk berekspresi dalam bidang pemikiran, utamanya

pemikiran Islam dan sosial.

Meski bukan organisasi resmi, JIMM memiliki sejumlah presidium yang
berfungsi sebagai koordinator atas berbagai kegiatan JIMM. Pada awal berdirinya,
presidium JIMM adalah: Piet H Khaidir, Zakiyuddin Baidhawi, Zuly Qodir, Pradana
Boy ZTF, dan A'i Fatimah Nur Fuad. Sementara untuk keperluan sekretariat, Ahmad
Fuad Fanani adalah penanggung jawab sekretariat JIMM. Piet H Khaidir memilih
jalur politik dengan mengadu keberuntungan mengikuti pemilihan umum untuk
anggota legislatif. Keberadaan Piet sebagai presidium kemudian digantikan oleh Said
Ramadhan. Pada tahun 2006, JIMM mengadakan pertemuan yang berupa refleksi tiga
tahun kelahiran JIMM dan antara lain memutuskan komposisi presidium baru yang
sebenarnya masih merupakan penetapan atas presidium lama, kecuali penggantian
Said Ramadhan dengan Ahmad Fuad Fanani dan Ai Fatimah dengan Sri Rahayu

Arman.

Secara metodologis, JIMM lahir sebagai respon untuk melakukan dinamisasi
pemikiran Islam dalam Muhammadiyah. Meskipun demikian, respon dari kalangan

Muhammadiyah sangat beragam. Tetapi mayoritas respon itu justru melihat JIMM



sebagai gejala negatif, sechingga muncul sejumlah plesetan untuk nama JIMM. Di
Yogyakarta, misalnya, JIMM diartikan sebagai Jaringan Iblis Muda Muhammadiyah

Munculnya JIMM sebagai sayap kritis di Muhammadiyah tidak muncul tiba-
tiba. Dalam sebuah draf buku yang disiapkan Ahmad Najib Burhani dijelaskan bahwa

kelahiran JIMM terkait dengan peristiwa seperti dijelaskan di bawah ini:

Jika dirunut dari berbagai peristiwa yang mengiringi kebangkitan intelektual
di Muhammadiyah dan juga mempersiapkan lahan bagi kelahiran JIMM, maka
bisa disebutkan, diantaranya, adalah sebagai berikut: Gerakan pemikiran yang
bergeliat di Muhammadiyah pasca Muktamar ke-43 di Aceh yang,
diantaranya, dimotori oleh M Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif serta M
Amin Abdullah melalui majelis yang dipimpinnya, Majlis Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam; Masuknya kembali pemikir-pemikir
Muhammadiyah yang selama ini lebih sering aktif di luar Muhammadiyabh,
seperti Moeslim Abdurrahman. Secara lebih khusus, beberapa peristiwa
memang bersinggungan langsung dengan pendirian JIMM adalah pendirian
Maarif Institut for Culture and Humanity yang awalnya digadang untuk
mempersiapkan ulang tahun Ahmad Syafii Maarif yang ke-70. Di kantor
Maarif Institute, inilah gagasan untuk mengkonsolidasi anak-anak muda
Muhammadiyah muncul. Awalnya memang hanya beberapa anak muda yang
berkumpul di sini. Dari yang sedikit itu lantas muncul ide untuk mengorganisir
kegiatan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda Muhammadiyah dan
mengangkat potensi mereka. Maka diadakanlah Workshop JIMM pertama
dengan tema “Membangun Tradisi Intelektual Baru yang Visioner, Terbuka,
dan Kritis” di Bogor pada 9-12 Oktober 2003. Ada 70 anak-anak muda
Muhammadiyah dari berbagai daerah yang berpartisipasi pada acara ini.
Mereka inilah yang menjadi gelombang awal bagi kebangkitan intelektual
kaum muda Muhammadiyah. Workshop pertama itu lantas disusul dengan
workshop kedua yang diikuti sekitar 50 orang di Kaliurang Yogyakarta pada
13-14 Nopember 2003 dan workshop ketiga di Malang pada 28-20 Nopember
2003. Workshop ketiga yang diberi nama “Tadarus Pemikiran Islam: Kembali
ke Al-Quran, Menafsir Makna Zaman” ini merupakan yang terbesar dan
menjadi gong atau pertanda resmi kelahiran JIMM dalam blantika pemikiran
dan gerakan Islam di Indonesia. Workshop Malang i dihadiri oleh sekitar
120 anak muda Muhammadiyah dari seluruh daerah di tanah air. Dalam
workshop ini juga dibentuk semacam kepengurusan dalam bentuk presidium.
Ada lima anggota presidium dan seorang sekretaris dalam organisasi JIMM.
Mereka adalah Piet H Khaidir (mewakili wilayah Banten, Jakarta dan Jawa
Barat), Zakiyuddin Baidhawy (Jawa Tengah), Zuly Qodir (Yogyakarta),
Pradana Boy ZTF (Jawa Timur), Ai Fatimah (mewakili unsur perempuan) dan
Ahmad Fuad Fanani (Sekretaris). Pasca workshop Malang, serentetan
workshop kembali digelar di beberapa daerah seperti Surakarta, Surabaya, dan
Yogyakarta (kali kedua). Acara workshop ini lantas menjadi semacam
program inisiasi atau pen-syahadat-an atau ospek bagi anggota-anggota baru
JIMM. Secara keanggotaan, JIMM sebetulnya terbuka untuk siapa saja yang
berminat aktif. Namun pada kenyataannya, hampir semua anggota JIMM



adalah para aktivis Muhammadiyah atau memiliki keterkaitan dengan
organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan ini.

Pada bagian lain, Ahmad Najib Burhani menjelaskan lebih lengkap alasan-
alasan lahirnya JIMM, yakni sebagai berikut:

Pertama, JIMM hadir untuk mengawal tradisi fajdid (pembaruan) di
Muhammadiyah yang belakang cenderung meredup, bahkan mengarah kepada
konservatifisme  dan  fundamentalisme. Berbagai  kritik  terhadap
Muhammadiyah sudah sering dilontarkan berbagai pengamat kepada
organisasi yang berdiri tahun 1912 ini. Gerakan yang dulu sarat dengan idea of
progress mi sering kehilangan aura kemajuannya menjelang umurnya yang
seabad. Muhammadiyah, kata Moeslim Abdurrahman, terlelap terlalu lama.
Sebagian kadernya terserap dalam orientasi struktural yang berdimensi
kekuasaan, sebagian lain terjebak pada dimensi doktrinal yang skripturalis.
Sebagai organisasi, Muhammadiyah juga sering dikatakan bagai “gajah
kegemukan” yang lamban atau sulit bergerak. Muhammadiyah terjebak pada
hal-hal yang bersifat ritualistik, formalistik, dan strukturalistik Kehadiran
JIMM adalah mencoba melakukan kritik-kritikk internal dan membongkar
ketiga penjara tersebut (ritualisme, formalisme dan strukturalisme) dengan
gagasan dan aktivitas yang progresif dan liberatif

Kedua, JIMM lahir untuk mengisi kesenjangan intelektual dalam antar-
generasi di Muhammadiyah. Alasan ini lebih berfungsi sebagai kaderisasi
intelektual. Belakangan ini kader-kader yang ahli dalam bidang Islam di
Muhammadiyah banyak yang merupakan lulusan pendidikan di Timur-
Tengah. Mereka lantas aktif berkiprah di lembaga-lembaga pendidikan milik
persyarikatan ini. Karena itu warna keagamaan lantas cukup menonjol adalah
warna Islam Arab. JIMM mencoba untuk mendorong dan memfasilitasi anak-
anak muda Muhammadiyah untuk menjadi intelektual-intelektual besar
dengan tidak semata menjadikan Arabia sebagai kiblat.

Ketiga, JIMM juga lahir sebagai respon terhadap tantangan dan tuduhan dari
dunia luar Muhammadiyah. Tantangan itu bisa berupa pemikiran, tanggung-
jawab, dan juga hal lainnya. Anak-anak muda Muhammadiyah kadang
menganggap bahwa generasi tua di negeri ini terlalu sibuk dengan urusan
ibadah formal dan kurang memberikan respon terhadap berbagai tuntutan
zaman.

B. Muhammadiyah dan Persoalan Kemajemukan Agama

Semenjak awal pertumbuhannya, Muhammadiyah selalu dihadapkan dengan
realitas sosial-keagamaan yang kompleks. Pada awal pertumbuhannya itu, setidaknya

ada dua persoalan sosial-keagamaan yang secara signifikan mempengaruhi



Muhammadiyah dalam menentukan visi dan dinamikanya pada masa-masa
berikutnya.

Pertama, Muhammadiyah dihadapkan pada persoalan otentisitas dalam paham
dan praktik keberagamaan masyarakat Islam. Sebagai wilayah yang berjauhan dengan
pusat Islam (Timur Tengah), banyak paham dan praktik keberagamaan umat Islam
bercampur baur dengan tradisi yang berkembang sebelum kedatangan Islam di bumi
Nusantara.

Banyak ilmuwan sosial asing yang menjadikan faktor jarak wilayah ini
sebagai penyebab utama terjadinya kesenjangan dengan tuntutan Islam otentik.
Clifford Geertz, salah seorang antropolog asing yang tekun mengkaji perkembangan
Islam di Indonesia, menemukan kesenjangan itu dalam perilaku keberagamaan umat
Islam di Jawa, yang ia nilai tidak pernah sungguh-sungguh, seperti yang diperlihatkan
secara nyata oleh kaum abangan. Dibandingkan dengan kaum santri —varian lain
dalam keberagamaan muslim Jawa- kaum abangan ini, menurut Geerz pula, lebih
banyak jumlahnya. Oleh karenba itu, kata Geerz, keislaman orang Jawa lebih
bercorak nominalis. Menghadapi realitas semacam itu, Muhammadiyah melakukan
purifikasi, yakni memurnikan kembali paham dan praktik keberagamaan umat Islam.
Dalam pandangan Muhammadiyah, semua paham dan praktik keberagamaan umat
Islam harus merefleksikan tuntutan otentisitas al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Pilihan paradigma Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mumi dan modem,
sebenarnya merupakan pilihan yang cerdas dilihat dari realitas yang terjadi pada saat
Muhammadiyah berada pada dekade-dekade awal pertumbuhannya. Beberapa kajian
historiografi Islam di Indonesia, menyajikan suatu fakta historis mengenai artikulasi
Islam yang terpaksa mengambil antara lain pola sinkretik sebagai konsekuensi dari
adanya strukturisasi kultural yang dilakukan lebih awal oleh agama lain sebelum
Islam berkembang pesat di bumi Nusantara. Dengan perkembangan yang demikian
dalam masyarakat Islam tidak saja berkembang praktik keagamaan apa yang
kemudian oleh Muhammadiyah diberi label TBC (takhayul, bid’ah, dan khurufat),
melainkan juga mengakibatkan tidak berkembangnya ide-ide perubahan sosial
Dengan kata lain, paham dan praktik keagamaan tersebut semakin mengukuhkan
sikap tradisional masyarakat, di samping juga mempersempit ruang gerak masyarakat
dalam melakukan perubahan. Dilihat dari segi ini, maka pembaharuan yang dilakukan
Muhammadiyah dengan cara memurnikan kembali Islam dari TBC, tidak saja

bermanfaat bagi kepentingan kemurnian ortodoksi ajaran Islam, melainkan juga dapat



membebaskan masyarakat dari kungkungan sikap tradisional yang antara lain
dipengaruhi oleh sikap keagamaan. Dan dengan begitu, ide-ide dan semua proses
perubahan dapat dikembangkan.

Paradigma yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam merespon persoalan
pertama itu, nyatanya menuai keberhasilan yang mengembirakan, setidaknya yang
dirasakan oleh kalangan Muhammadiyah sendiri. Ini antara lain bisa diamati pada
model pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah yang semenjak awal
menggunakan pendekatan modern, meskipun di sisi lain tetap mempertimbangkan
otentisitasnya sebagai pendidikan Islam. Kemajuan Muhammadiyah di bidang
pendidikan mulai dari jenjang pendidikan pra-sekolah sampai ke jenjang perguruan
tingginya, cukup berhasil dalam menciptakan mobilisasi sosial di kalangan umat
Islam. Di samping itu, ada prestasi yang tidak bisa diabaikan dari institusi pendidikan
Muhammadiyah ini, yakni munculnya suatu lapisan masyarakat yang bisa disebut
dengan civil Islam, tanpa Muhammadiyah harus mengklaim sebagai gerakan civil
society. Ini bisa dibuktikan ketika kehidupan politik penuh carut marut di tanah air
yang juga disertai dengan konflik horizontal, warga persyarikatan Muhammadiyah
memperlihatkan kedewasaan politik, meskipun banyak warga Muhammadiyah yang
menjadi sasaran amuk massa seperti yang terjadi di Jawa Timur beberapa waktu yang
lalu. Prestasi ini kurang lebih sama juga diraih oleh Muhammadiyah di bidang
pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan dan panti asuhan.

Persoalan sosial-keagamaan kedua yang dihadapi oleh Muhammadiyah
adalah, penetrasi kalangan misionaris Kristen yang mendapatkan dukungan kuat dari
penguasa kolonial Belanda ketika itu. Pergumulan Muhammadiyah dalam
menghadapi penetrasi itu diungkap secara mendalam oleh Alwi Shihab dalam
disertasi doktornya, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap
Penetrasi Misi kristen di Indonesia (Mizan, 1998). Dalam disertasi Shihab itu, paling
tidak ada dua hal yang menarik. Pertama, konstruksi teoritik Shihab tentang motivasi
pendirian Muhammadiyah. Yakni, di samping pendirian Muhammadiyah
dimaksudkan untuk melakukan purifikasi, juga dalam rangka membendung arus dari
kalangan misionaris Kristen dalam menyebarkan agamanya.

Kedua, ini yang menarik, ternyata dalam rangka membendung arus itu,
Muhammadiyah, terutama pada zamannya Ahmad Dahlan, alih-alih melakukan
tindakan konfrontatif yang bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan antarumat

beragama, seperti yang mengemuka belakangan ini. Muhammadiyah ternyata lebih
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memilih cara-cara kompetitif. Dan menariknya lagi, Muhammadiyah mengadaptasi
cara-cara yang dilakukan oleh kalangan Kristen. Misalnya, bidang pendidikan.
Berbeda dengan kalangan muslim tradisional, yang lebih menekankan fungsi
konservatif terhadap institusi pendidikan yang didirikannya, Muhammadiyah dengan
penuh kesadaran melakukan modernisasi pendidikan, seperti yang dilakukan oleh
kalangan Kristen. Tentu saja, fungsi konservatif pendidikan tidak diabaikan. Oleh
karena itu, di samping memberikan mata pelajaran umum (“sekuler”), nstitusi
pendidikan Muhammadiyah juga membrikan pelajaran agama. Cara yang ditempuh
oleh Muhammadiyah itu, ternyata memberikan bekas yang kuat sampai sekarang ini.
Meskipun akhir-akhir ini, Muhammadiyah banyak menuai kritik, baik dari partisan
Muhammadiyah sendiri, maupun dari publik luar, institusi sosial yang didirikan oleh
Muhammadiyah, terutama pendidikan dan rumah sakit, relatif memiliki daya tahan
yang kuat.

Dua persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh Muhammadiyah itu,
muaranya adalah pluralitas terutama yang bercorak keagamaan. Secara internal,
Muhammadiyah berhadapan dengan muslim tradisional yang lebih akomodatif
terhadap tradisi lokal. Sedangkan secara eksternal, Muhammadiyah berhadapn dengan
kalangan Kristen. Dari perspektif pluralisme, respon Muhammadiyah dalam
menghadapi lingkungan sosial-keagamaan itu menarik diapresiasi lebih-lebih dalam
konteks masyarakat majemuk di Indonesia yang acapkali rentan dengan konflik dan

kekerasan.

Pada umumnya, intelektual muda Muhammadiyah menunjukkan sikap positif
terhadap kemajemukan. Dalam pandangan mereka, kemajemukan, pluralitas, atau
kebinekaan dalam agama, merupakan suatu keniscayaan yang terbantahkan. Yang
menjadi keprihatinan mereka adalah terjadinya konflik dan kekerasan yang menyertai
kemajemukan agama. Bagi, intelektual muda Muhammadiyah yang tergabung dalam
JIMM seperti Pradana Boy, Zakiyuddin Baidhawi, Shofan, Ahmaf Fuadz Fanani,
Prakek kekerasan pada wilayah agama merupakan sebuah paradoks yang seharusnya
tidak perlu terjadi. Mereka bertolak dari suatu pandangan normatif bahwa semua
agama yang diturunkan ke muka bumi ini, sama-sama membawa misi utama, antara
lain, misi perdamaian. Pandangan mereka diperkuat juga dengan menggunakan
perspektif filsafat perenial yang berpandangan bahwa setiap agama mempunyai

jangkauan universal yang dapat melintasi batas-batas eksoterik agama. Filsafat
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perenial ingin mengungkap suatu kenyataan penting yang terdapat pada semua agama,
yakni kesatuan pesan yang sejatinya dapat mengukuhkan hubungan antar umat

beragama, meskipun terdapat perbedaan pada tataran eksoteriknya.

Didasari pada suatu pandangan bahwa tataran normatif agama sarat dengan
pesan-pesan perenial, maka konflik dan kekerasan agama dalam pandangan
intelektual muda Muhammadiyah perlu ditelusuri pada wilayah apa yang mereka
sebut dengan historisitas agama. Sebagai implikasi kenyataan agama yang merupakan
bagian historisitas manusia, selalu ada kecenderungan agama melenceng dari bingkai
normatifnya itu. Bagian dari historisitas manusia itu, misalnya, usaha manusia dalam
mencari jawaban mengenai eksistensi dirinya di tengah jagad raya ini. Manusia bisa
saja mencari jawaban persoalan ini pada institusi lain di luar agama. Katakanlah,
filsafat, ideologi, atau ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, yang diakui bisa memberi
jawaban secara pasti adalah agama. Sebab persoalan eksistensi manusia berkaitan
dengan bagaimana mengorientasikan hidupnya pada realitas yang mempunyai makna
keabadian, kesejatian, dan kemutlakan. Persoalan ini tidak bisa dijjawab hanya dengan
mengandalkan nalar rasional manusia seperti yang diusahakan oleh filsafat, ideologi
dan ilmu pengetahuan. Pada titik inilah agama bisa melakukan peran yang tidak bisa
dilakukan oleh institusi yang lain. Tapi, justru berawal dari sini pula, agama bisa
keluar dari bingkai normatifnya.

Jawaban terhadap persoalan eksistensial manusia akan memperkuat posisi
sebagai sumber penemuan identitas diri, dan kemudian kelompok. Dalam posisi yang
demikian, agama dijadikan sebagai pembentuk identitas diri dan kelompok, yang
sudah barang tentu berpotensi menciptakan apa yang dalam antropologi disebut
dengan bounded system. Dari sini kemudian muncul sikap psikososiologis: in group
feeling dan out group feeling. Ini belum selesai. Untuk memperkokoh identitas
kelompok, suatu komunitas agama menopangnya dengan cara mengembangkan
narasi-narasi besar yang bersumber dari otoritas mutlak, serta mengembangkan
ekspresi-ekspresi keagamaan tertentu yang berskala massif, dan tentu saja, public
expose dalam rangka penegasan identitas kelompok di hadapan kelompok lainnya
merupakan salah satu yang ingin ditonjolkan dalam ekspresi itu. Semua ini dalam
pandangan intelektual muda Muhammadiyah hanya menambah kekokohan identitas
diri dan kelompok, dan memperteguh perbedaan di antara banyak orang dan

kelompok.
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C. Kemajemukan dan Konstruksi Agama Madani

Menghadapi konflik dan kekerasan agama, intelektual muda Muhammadiyah
menawarkan suatu konstruksi yang disebut dengan “agama madani”. Kalau di muka
telah disebut mengenai konstruksi manusia terhadap agama, maka yang terpenting
dalam padangan mereka adalah, bagaimana mencari bentuk konstruksi yang dapat
memberikan pijakan yang kokoh bagi masyarakat sehingga tidak rentan dengan segala
bentuk provokasi yang bisa menjerumuskan agama ke dalam lingkaran kekerasan.
Dalam rangka (re)konstruksi ini, intelektual muda Muhammadiyah menjajaki
kemungkinan konsep civil society—yang diterjemahkan juga dengan masyarakat
madani—dijadikan acuan yang nantinya dapat menghasilkan suatu konstruksi yang
bisa disebut dengan “agama madani. Yakni, suatu konstruksi yang lebih bisa
mengukuhkan masyarakat yang berbeda agama dalam suatu ikatan keadaban (the
bonds of civility).

Perlu dikemukakan di sini, gagasan mengenai “agama madani’ sebenarnya
murni dari intelektual muda Muhammadiyah. Olaf Schumann mungkin bisa disebut
sebagai orang pertama yang melontarkan gagasan ini seperti dapat dibaca dalam
tulisannya, Dilema Islam Kontemporer: Antara Masyarakat Madani dan Negara
Islam (Paramadina, Vol. 1 No. 2 Th. 1999). Tapi gagasan Schumann tentang “agama
madani” —yang ia sebut juga dengan civil religion—tidak menggunakan acuan agama,
melainkan ideologi, yaitu Pancasila. Dalam pandangan Schumann, Pancasila sebagai
“agama madani’ atau civil religion, bisa digunakan sebagai pegangan makna dan
orientasi bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang bersumber
pada suatu yang diakui bersama, yang menjiawai civil society atau masyarakat madani
atau yang beradab, namun yang tidak bisa dilembagakan sebagaimana ia telah terjadi
dengan agama dalam negara kerajaan. Dari kutipan ini, bisa diperoleh kesan,
Schumann rupanya ingin menawarkan ideologi—dalam hal ini Pancasila—sebagai
civil religion atau “agama madani’ yang antara lain bisa dijadikan sebagai ikatan
kolektif yang bisa mempertemukan agama-agama di Indonesia.

Dalam pandangan intelektual muda Muhammadiyah, yang dimaksud agama
madani adalah konstruksi terhadap agama yang dibingkai oleh nilai-nilai keadaban—
yang bersumber pada agama itu sendiri. Oleh karena itu, yang urgen dikonstruksi
menurut mereka adalah nilai-nilai keadaban yang terdapat dalam semua agama.

Nilai-nilai yang dibutuhkan di sini adalah yang bisa menumbuhkan sikap apresiatif
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terhadap kenyataan kebenaran pada semua agama. Pandangan intelektual muda
Muhammadiyah ini senada dengan Nurcholish Madjid pernah mengemukakan
toleransi sebagai salah satu nilai-nilai keadaban yang perlu dikembangtumbuhkan
dalam menghadapi masyarakat yang majemuk secara agama, terutama di tengah
lingkaran kekerasan sekarang ini. Cak Nur—panggilan akrab Nurcholish Madjid—
mempunyai pandangan yang lebih dinamis tentang konsep toleransi, lebih dari
sekedar persoalan prosedural, persoalan tata cara pergaulan yang “enak” antara
berbagai kelompok yang berbeda-beda. Bagi Cak Nur, toleransi adalah persoalan
ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Inilah yang pertama dan utama dalam
toleransi. Oleh karena itu, toleransi harus dilaksanakan dan diiwujudkan dalam
masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu—bisa jadi untuk diri kita sendiri—
pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang
enak. Dalam pengertian seperti ini, toleransi dapat bisa menumbuhkan sikap positik-
konstruktif dalam menerima kemajemukan, yaitu sikap tulus untuk menerima
kenyataan kemajemukan—sekali lagi mengutip Cak Nur-- sebagai rahmat Tuhan
yang dapat memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan melalui
pertukaran silang budaya yang beraneka ragam.

Dalam konteks hubungan antar umat beragama, sikap pluralistik ini yang
tumbuh dari penghayatan yang mendasar terhadap nilai toleransi, diwujudkan dalam
bentuk pemahaman ganda; di samping pengakuan terhadap perbedaan yang melekat
pada masing-masing agama, juga kesediaan melakukan dialog dan kerja sama atas
dasar kesamaan nilai keadaban yang melekat pula pada semua agama. Seperti
dikatakan Hans Kung, setiap agama memang memiliki dogmanya sendiri yang disitu
mereka mereka berbeda satu sama lain, tetapi etika dan perilaku agama-agama
memiliki banyak kesamaan. Sikap ini yang oleh Raimundo Panikkar (1994) disebut
dengan sikap pararelisme, suatu sikap lebih konstruktif dalam menghadapi perbedaan
agama dari pada sikap eksklusif dan inklusif. Menurut Panikkar, sikap ini dapat
memberikan keuntungan yang sangat positif; toleran dan hormat terhadap agama yang
lain serta tidak mengadili mereka. Sikap ini juga menghindari sinkritisme dan
ekletisisme yang keruh yang membuat suatu agama mengikuti selera rendah pribadi
kita.

Jika pada taran wacana telah disepakati tentang adanya nilai keadaban
agama—antara lain toleransi dan pluralisme—maka yang terpenting dalam proses

berikutnya adalah, menjadikan wacana itu apa yang dalam antropologi disebut dengan
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kesadaran subyektif (subjective consciousness) para pelaku yang dalam hal ini adalah
para pemeluk agama. Praktek kekerasan dalam wilayah kehidupan agama
sesungguhnya karena hilangnya kesadaran subyektif ini, meskipun mungkin secara
teoritik masyarakat mengakui bahwa agama mengajarkan tentang toleransi dan
pluralisme. Tapi karena tidak menjadi kesadaran subyektif, pengetahuan teoritik itu

tidak memberikan arti apa-apa.

D. Pluralisme: Mengembangkan Keberagamaan Dialogis.

Selain mengemukakan gagasan agama madani, intelektual muda
Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada konsep pluralisme sebagai dasar dalam
mengelola kemajemjukan agama. Dalam kaitanya dengan pluralisme ini, intelektual
muda Muhammadiyah mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap fatwa MUI yang
mengharamkan pluralisme. Salah seorang intelektual muda Muhammadiyah yang
bersikap demikian adalah Zakiyuddin Baidhawi seperti dikemukakan dalam bukunya,
Kredo kebebasan Beragama (2006). Menurutnya, fatwa MUI tersebut justru

melegitimasi munculnya aksi kekerasan. Berikut penuturan Baidhawi:

Ekses dan efek domino dari fatwa itu (pengharaman pluralisme) menyulut
kerusuhan di kampus Mubarak milikk Ahmadiyah di Parung, Bogor.
Sekelompok Muslim menyerbu kampus Mubarak, menurunkan papan
Ahmadiyah, dan mengobarkan yel-yel yang menuntut pembubaran salah satu
aliran keagamaan dalam Islam ini. Kejadian ini menjadi preseden bagi
peristiwa-peristiwa kekerasan serupa atas jamaah Ahmadiyah di beberapa
tempat lain seperti di Bandung, Tasikmalaya, Garut dan lain-lain. Meskipun
dijjumpai pada tempat lain jamaah Ahmadiyah begitu dekat, akrab, hidup
berdampingan dan damai dengan sesama Muslim dan juga umat non-Muslim.
Tawangmangu, Karanganyar, sebuah wilayah dalam eks karesidenan
Surakarta, adalah contoh hubungan harmoni antara jamaah Ahmadiyah dan
jamaah Muslim lainnya dapat dipelihara dengan baik.

Dampak lain yang kurang diprediksi dan diantisipasi sebijak mungkin dari
fatwa yang menyulut ketegangan sesama saudara Muslim itu adalah kekerasan
atas kelompok-kelompok Muslim yang memiliki pandangan liberal dan
sekular dalam masalah-masalah di seputar relasi agama dan politik misalnya.
Kaum Muslim yang memihak pada pluralisme juga menjadi target langsung
dari fatwa tersebut. Mereka yang liberal, sekular dan mendukung gagasan-
gagasan pluralisme adalah kelompok pembuat bid”ah yang harus dimusnahkan
dalam ranah Islam. Atas nama memuliakan Islas, kelompok-kelompok liberal,
sekular, dan penganut pluralisme semacam ini menerima berbagai ancaman
baik berupa psikis maupun fisik.
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Bertolak belakang dengan pandangan MUI, intelektual muda Muhammadiyah
justru berpandangan bahwa pluralisme bukan sesuatu yang harus dipertentangkan
dengan Islam. Moh. Shofan, salah seorang aktivis JIMM yang sekarang menjadi
peneliti di PSIK Universitas Paramadina, menemukan setidaknya empat argumen
dalam al-Qur’an yang menegaskan pluralisme, yaitu: pertama, tidak ada paksaan
dalam al-Qur’an. Kedua, pengakuan eksistensi agama-agama lain. Ketiga, kesatuan
kenabian. Keempat, kesatuan pesan ketuhanan. Dengan keempat argumen tersebut,
menurut Moh. Shofan, pluralisme seharusnya dijadikan pijakan dalam mengelola
kemajemukan tidak hanya dalam kehidupan agama, tetapi juga dalam kehidupan
lainnya. Salah satu bentuk impelementasi pluralisme menurut Moh. Shofan adalah,
mengembangkan dialog konstrukstif dengan komunitas agama lain. Berikut kutipan

pernyataan Moh. Shofan:

Dialog konstruktif untuk menghindari salah paham antaragama merupakan
tuntunan yang tidak bisa ditunda. Karena itu kita harus tetap menghargai
agama dan kepercayaan lain tanpa dihantui anggapan menyamakan semua
agama. Setiap agama tentu punya ciri. Masing-masing agama punya paham
dan konsepsi mengenai siapa yang disembah. Tetapi dalam hal etika dan
moral, titik persamaan akan lebih banyak tampak pada semua agama. Di
situlah visi global pluralisme agama bisa berkecambah.

Pandangan Moh. Shofan tidak jauh berbeda dengan Ahmad Fuad Fanani yang
juga antivis JIMM. Sebagaimana Moh. Shofan, penerimaan Ahmad Fuad Fanani
terhadap pluralisme didasarkan pada argumen teologis bahwa, dalam a-Qur’an banyak
ayat yang mengakomodasi pluralisme. Bagi Ahmad Fuad Fanani, pluralisme
merupakan pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak
hanya terdiri dari dari suatu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan
menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan

membantu antara satu dan lainnya. Berikut kutipan pandangan Ahmad Fuad Fanani:

Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang
pasti ada di mana saja. Justru, dengan pluralisme itu akan tergali berbagai
komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui
kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah
perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan
pendidikan. Maka, pendefinisian pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah
sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, pluralisme sendiri mengakui adanya
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tradisi iman dan keberagamaan yang berbeda antara satu agama dengan agama
lainnya.

Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial
menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) —suatu
prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka.
Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim
kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang
ada terbukti heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu,
inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan
terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia
dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas pluralitas yang bisa
mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah
diserukan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat itu,
tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia
saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 213 juga disebutkan: “Manusia itu
adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para
nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta
mereka mereka la turunkan Kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa
memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan”. Dalam ayat itu muncul tiga fakta: kesatuan umat dibawah satu
Tuhan; kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi; dan peranan
wahyu (Kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat
beragama. Ketiganya adalah konsepsi fundamental Alquran tentang pluralisme
agama. Di satu sisi, konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai
agama, di sisi lain konsepsi itu juga menekankan kebutuhan untuk mengakui
kesatuan manusia dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih
baik antar umat beragama.

Sementara itu, dalam pandangan Zuly Qadir, salah satu tokoh JIMM,
pluralisme merupakan kata yang paling memungkinkan untuk menggambarkan dunia
yang begitu rupa, tidak ada kesegaraman apapun di sana. Banyak agama, suku, ras,
kelas social, jenis kelamin dan golongan, karenanya pluralisme sejatinya bukanlah
ungkapan yang harus ditakuti atau menakutkan karena itulah kenyataan dunia yang
kita jumpai. Pluralisme adalah bentuk kelembagaan dimana penerimaan atas
keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya
lebih dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah soal
kebiasaan moral atu perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata
penerimaan terhadap pihak lain yang tidak melampaui keadaan konflik.

Pluralisme pada satu sisi mensyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan legal

yang melindungi dan mensyahkan kesetaraan dan menembangkan rasa persaudaraan
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di antara umat manusia sebagai pribadi dan kelompok, baik ukuran-ukuran itu bersifat
bawaan atau perolehan. Begitu pula pluralisme menuntut suatu pendekatan yang
serius terhadap upaya memahami pihak lain dan kerja sama yang membangun
kebaikan semua. Semua manusia harus menikmati hak-hak dan kesempatan-
kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sama
sebagai warga dunia dan warga Negara. Setiap kelompok seharusnya memiliki hak-
hak untuk berkumpul (berhimpun) dan berkembang, memelihara identitas dan
kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam
negara dan dunia internasional.

Pluralisme berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta
secara penuh dan setara dalam kelompok mayoritas dalam masyarakat, sembari
mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang khas. Pluralisme harus
dilindungi oleh hokum dan Negara, baik hokum Negara maupun hokum internasional.
Kaum muslim, seperti halnya pemeluk agama lain, harus hidup dalam suatu negeri
tertentu. Penduduk muslim dari suatu Negara dapat memiliki perbedaan-perbedaan
kesukuan dan doctrinal dari mereka sendiri ataupun dengan kaum muslim lain di
seluruh dunia. Satuan muslim tidak mensyaratkan kaum muslim membentuk suatu
Negara tunggal —kekhalifahan sekalipun selalu terdiri dari beragam keyakinan dan
kesukuan. Dimana pun manusia hidup selalu dibentuk oleh factor ekonomi dan
geografis.

Dengan demikian, pluralisme sejatinya berdimensi kognitif sekaligus
berdimensi politis. Pluralisme kognisi tidak diterjemahkan menempatkan keyakinan
seseorang dalam bahaya, karena seseorang dapat dengan pasti dapat
mengkombinasikan pluralisme realtifis dari alternative-alternatif yang mungkin
dengan suatu sikap tunggal berkenaan dengan penalaran ideal dan dengan suatu
keterikatan yang kokoh dan logis pada nilai-nilai yang tertanam dalam pandangan
pribadi seseorang.

Sementara pluralisme politis menegaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan
tidak seyogyanya dimonopoli oleh kelompok, tatanan atau organisasi tunggal, bahwa
seluruh penduduk negeri harus diizinkan untuk bersaing secara sah atau bekerjasama.
Pluralisme dalam hal agama mengakui keragaman kelompok keagamaan, hak-hak
keimanan, pengungkapan, perkumpulan dan kegaiatn-kegiatan yang sah untuk setiap

orang.
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Kerjasama kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap agama seperti prinsip
kejujuran, keadilan, musyawarah, persamaan dan soloidaritas hemat saya dapat
menjadi bagian srtategis kerjasama antarumat bergama di negeri pluralistic ini.
Agama-agama sudah seharusnya lebih banyak memperbincangkan masalah
kemanusiaan dalam masarakat ketimbang membahas masalah-masalah teologis yang
starandartnya seringkali berbeda-beda antara satu dan lainnya. Tidak boleh ada
standart ganda dalam berdialog dan kerjasama, sehingga tetapi menyisakan
pertanyaan, jangan-jangan kita akan dimanfaatkan dan atau kita memanfaatkan
mereka, sebab kita jauh lebih baik dari mereka.

Karena perbedaan cara pandang teologi itulah, padahal masalah teologi tidak
semuanya murni agama, itu hanya sebagain bahagian dari beragama,jika kita
mengikuti perspektif agama dari kaum akademisi khususnya sosiolog, yang
mengkatagorikan agama adalah adanya sistem keyakinan, sistem simbol-ritual dan
sistem organisasi. Di mana di dalamnya ada pemimpin, umat, kitab dan hirarki
lainnya.

Di situlah, tegas intelektual muda Muhammadiyah, kerjasama antarumat harus
menyentuh problem-problem riil dalm masyarakat dalam kerangka menyebarluaskan
misi profetik dari Yang Riil di muka bumi. Agama dengan dmeikian tidak dihadirkan
sebagai dividing dan disintegretting factors, tetapin sebagai integretting factors. Jika
gagasan kerjasama antaragama bisa terlaksana saya kira gagasan tentang hidup
demokrtasi antarumat beragama, dan seluruh elemen masyarakat di negeri ini akan
perlahan-lahan bisa ditemukan.

Tetapi, jika antarumat beragama senantiasa disibukkan dengan gagasan mencari
perbedaan-perbedaan teologis yang telah diyakini sebagai kebenaran tunggal atau
kebenaran mutlak maka yang akan terus terjadi adalah pertengkaran antaragama di
masyarakat pluralistic. Beranjak dari sini, umat beragama harus berani melakukan
redifinisi agama dan redifinisi dakwah atau misi di tengah masyarakat. Misi atau
dakwah bukan lagi dipahami sebagai metode memindahkan agama seseorang dari
agama yang dianggap salah tidak selamat menjadi dakwah/misi yang lebih melayani
atas problem-problem kemanusiaan secara riil di masyarakat.

Disitu pula, misi kemudian harus ditafsirkan secara liberatif bukan pengagamaan
seseorang yang telah menganut salah satu keyakinan atau agama, sebab misi semacam

ini dalam sejarahnya telah jelas menyebabkan salah satu pertikaian dalam sejarah
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agama-agama, sebab merupakan dianggap sebagai bagian dari misi profetik agama-
agama yang harus dikerjakan oleh setiap umat beragama.

Modal-modal social agama diatas hemat saya harus dijadikan panduan etik umat
beragama secara keseluruhan sehingga realitas pluralistic yang terjadi di Indonesia
tidak dipahami atau diyakini sebagai penyebab pertikaian dan penyebab disintegrasi
bangsa sebagaimana diimajinasikan oleh sedikit orang beragama Indonesai.

Karena itulah, jika kita ingin melanggengkan kehidupan yang beragam dalam
konteks Indonesia yang sedang dilanda banyak masalah sosial-ekonomi dan politik,
menurut Zuly Qadir ada empat hal yang bisa dikerjakan umat beragama. Pertama
harus mau melakukan dialog imani (dialog dikerjakan oleh sesame warga Negara
yang seiman atau sering dikakatakan sebagai dialog seagama). Artinya dialog
dikerjakan dalam rangka memberikan pemahaman kembali pada umatnya untuk
memberikan ruang pada agama lain, dengan mempertebal keyakinan agamanya.
Kedua, dialog komunitas imani (dialog dikerjakan pada masyarakat yang sama-sama
memiliki iman), dengan saling memberikan ruang toleransi, sehingga perlu dipikriakn
tenmtang perspektif teologi inklusif dan pluralis. Ketiga, dialog antariman (dialog
antar orang-orang yang beriman pada Tuhan) sekalipun agama formalnya berbebda-
beda dalam kaitannya dengan masalah-masalah bersma yang dihadapi masyarakat
sehari-hari, bukan masalah teologis. Dan keempat dialog karya (aksi) yakni membawa
dialog pada aksi bersama yang didasarkan pada pemahaman iman yang baru, yakni
iman yang transformatif sehingga masyarakat dapat turut serta menikmati keimanan
orang-orang yang beragama.

Untuk menindaklajuti keempat hal tersebut, Zuly Qadir memandang perlu
dikembangkankan teologi keragaman (pluralis) sebagai basis bemegara dan berbangsa
harus disemarakkan. Umat beragama bukannya digerakkan untuk saling memperkuat
padangannya atas adanya jurang perbedaan yang sangat kuat antar berbagai agama,
dan dicari-carilah kelemahan dan kekurangannya untuk kemudian dijadikan sasaran
tembak bahwa agama orang lain itu tidak lengkap, sempit, karena itu tidak
memberikan keselamatan, bahkan agama setan, sementara agamanya yang paling
sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan, karenanya pantas untuk
“mempertobatkan” orang yang berbeda dengan aghamanya.

Mempertegas pendapat intelektual muda lainnya, menurut Zuly Qadir,
keragaman Agama, etnis, suku dan antara golongan adalah niscaya, apakah orang

akan beriman, kufur, dan seterusnya itu adalah urusan dia dengan Tuhan, umat
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beragama tidak berhak menghakimi untuk kemudian “mempertobatkan” dengan cara-
cara yang tidak beradab, seperti dengan model-model kekerasan baik fisik maupun
tersembunyi, yakni teror mentaliitas. Pendidikan Agama dalam kaitan ini saya pikir
harus berani berposisi sebagai pelatak dasar mentalitas inklusif-pluralis siswa
sehingga Pendidikan Agama tidak hanya menghapal rumus-rumus dan kaidah-kaidah
ritual seperti dalam fikih.

Masalah pluralisme agama yang pada awalnya biasa saja akhirnya menjadi
masalah yang sangat dilematik dan problematik. Pluralisme agama yang mula-mula
hanya “fakta sosiologis” berubah menjadi masalah teologis sejak zaman Nabi, dan
sekarang menjadi masalah umat Islam. Terlebih pluralisme agama cenderung
mengarah pada konflik yang dilandaskan pada truth claim setiap agama, termasuk
Islam. Dari sana masalah pluralisme agama memang benar-benar menjadi “ancaman
modernisme Islam”. Maraknya konflik kekerasan akhir-akhir ini, mendorong para
agamawan mempertanyakan kembali bagaimana konsep tentang pluralisme agama,
dan bagaimana aplikasi pluralisme dalam masyarakat. Apakah pluralisme agama
dilihat sebagai integrating factors ataukah sebagai dividing factors. Di sinilah
sebenarnya pedebatan tentang pluralisme agama menjadi semakin ramai dan

menemukan relevansinya.

Pandangan tentang pluralisme sendiri ada beberapa hal yang secara tidak
langsung dikaitkan dengan pandangan dan responsnya terhadap agama lain.
Sekurangnya-kurangnya ada lima pandangan tentang pluralisme agama. Pertama,
eksklusivisme absolut, yang melihat bahwa kebenaran hanya ada pada agamanya
sendiri. Agama orang lain salah, bahkan “agama setan”. Pandangan semacam ini
merupakan cara pandang mayoritas umat beragama di dunia, termasuk di negeri ini.
Kedua, relativisme absolut (relatively absolute dalam istilah SH Nasr), cara pandang
yang melihat bahwa setiap agama memiliki kebenaran, tetapi tidak bisa
diperbandingkan. Pengakuan akan adanya kebenaran pada bentuk agama yang dianut
memang harus dipertahankan. Akan tetapi pengakuan semacam ini juga harus
memberi tempat pada bentuk agama lain juga sebagai kebenaran yang diakui secara
mutlak oleh para pemeluknya. Kemutlakan yang diyakini oleh setiap penganut agama

pada tataran bentuk ini tetap harus dilihat secara relatif.

Ketiga, pluralisme hegemonik. Cara pandang yang menyatakan bahwa terdapat

kebenaran dalam setiap agama, tetapi kebenaran yang paling sempurna ada pada
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agama sendiri. Agama lain memiliki kebenaran tetapi tidak sebagaimana agamanya.
Sikap pluralisme semacam ini bisa disebut sebagai pluralisme standar ganda.
Menganggap ada banyak kebenaran, tetapi kebenaran mutlak hanyalah pada
agamanya. Pandangan keagamaan seperti ini terjadi sampai abad ke-20 di kalangan
Katolik dan Kristen, sebagaimana dijelaskan Karl Rehner. Islam, oleh Ninian Smart,
dimasukkan sebagai agama yang memiliki cara pandang pluralisme hegemonik,
karena sekalipun mengakui kebenaran agama Yahudi dan Kristen tetap menyatakan

bahwa Islamlah agama yang paling benar dan sempurna.

Keempat, pluralisme realistik, yaitu cara pandang yang menyatakan bahwa semua
agama memiliki posisi yang sama dalam kebenaran. Masing-masing memiliki
kebenaran dengan kadarnya sendiri-sendiri. Dan kelima, pluralisme regulatif suatu
cara pandang tentang kebenaran agama yang terdapat pada tiap-tiap agama yang pada

suatu saat akan bersatu karena mengalami evolusi.

Dari kelima cara pandang atas pluralisme agama tersebut, dalam
perkembangannya masyarakat agama belakangan ini barangkali cenderung
menempatkan diri pada posisi pluralisme hegemonik, bahkan eksklusivisme absolut
yang bukan saja belum melihat pluralisme agama sebagai bagian agama-agama yang
memiliki kebenaran, tetapi tidak sempurna, melainkan malahan kebenaran dianggap
hanya ada pada dirinya, sehingga agama lain tidak lebih dari agama sesat, dan “agama
setan”. Padahal kalau menengok pada pemahaman keagamaan Muhammadiyah masa
KH Ahmad Dahlan misalnya tidaklah demikian. Pemahaman keagamaan
Muhammadiyah (KH Dahlan), menurut Zuly Qadir, pada zaman pergerakan telah
melampaui cara pandang pluralisme agama dalam kategori relatively absolute.
Muhammadiyah (KH Dahlan) tidak hanya sekadar toleran dengan agama lain,
mengakui kebenaran agama lain, bahkan saling melakukan kerjasama. Hal itulah yang
dilakukan KH Ahmad Dahlan pada zaman pergerakan ketika bergabung dengan
organisasi Boedi Oetomo untuk mewujudkan cita-cita bersama kemerdekaan bangsa
Indonesia. Di sinilah terjadi pergeseran pemahaman keagamaan dalam
Muhammadiyah, dari inklusif, toleran, dan kooperatif pada masa KH Ahmad Dahlan
bergeser pada pluralisme hegemonik, bahkan eksklusivisme absolut. Pertanyaannya
kemudian adalah, mengapa terjadi pergeseran pemahaman keagamaan
Muhammadiyah, dari cara pandang melampaui relatively absolute dalam arti tidak

sekadar berhenti pada dataran inward looking (kerukunan atau toleransi) tetapi
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bergerak ke arah outward looking (kerjasama atau koperasi) menjadi cara pandang
dalam kategori pluralisme hegemonik bahkan eksklusivisme absolut. Ada apa

sebenarnya dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah kini?

Signifikasi pluralisme agama yang dikembangkan KH Ahmad Dahlan tersebut
dalam Muhammadiyah kini bisa dijelaskan secara lebih argumentatif sesuai konteks
zaman. Memasuki abad ke-21 diperlukan nama baru untuk hubungan antarumat
beragama. Selama ini nama yang dipakaiadalah kerukunan atau toleransi, yang dalam
perkembangannya telah menimbulkan sikap apologetis, masing-masing agama ingin
menunjukkan bahwa dirinya yang paling rukun dan toleran. Apologi dilakukan secara
tekstual (ajaran-ajaran tertulis) dan kontekstual (sejarah, sosiologi, antropologi), yang
malah menambah ketegangan-ketegangan baru. Orang Islam akan menyatakan bahwa
kata pertama yang diucapkan seorang Muslim adalah assalamu alaikum, karena itu
Islam adalah agama perdamaian. Orang Kristen-Katolik mengklaim bahwa agama
Kristiani adalah agama cinta. Orang Hindu akan menyatakan bahwa agamanya
menekankan dharma. Orang Budha mengklaim bahwa agamanya bermaksud
melepaskan orang dari penderitaan. Tidak ada persoalan dengan pendekatan tekstual,
karena kebenarannya hanya berlaku bagi pemeluknya. Hujah itu akan kesandung oleh
pendekatan tekstual, yang sering polyinterpretable. Misalnya, orang Islam akan
berbeda dengan orang Kristen-Katolik tantang Kekhalifahan Abbasiyah di Spanyol.
Orang Islam menganggap bahwa penguasaan Islam atas Spanyol adalah berkah untuk
Eropa: Spanyol mempunyai peradaban yang cemerlang pada Zaman Pertengahan,
tanpa itu tidak ada Renaissance, dan tidak ada religious dan ethnic cleansing selama
700 tahun kekuasaan Islam. Orang Katolik-Kristen menganggapnya sebagai bukti
bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ada juga kontroversi antara umat Islam dan
Hindu-Budha sekitar masuknya Islam dan keruntuhan Majapahit. Orang Islam
menganggap bahwa masuknya Islam secara damai, sedangkan orang Hindu-Budha
menganggapnya melalui perang. Konon, kata orang Hindu-Budha, Raden Patah
sampai hati membunuh ayahandanya, yaitu Raja Brawijaya. Jangka Jayabaya
mengisahkan bahwa pengikut setia Brawijaya, Nayagenggong dan Sabdopalon,
bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Kebenaran mitos tidak bisa
diperdebatkan, tetapi mitos itu efektif. Lima ratus tahun sesudah 1478 ialah 1978,

tahun dimasukkannya Aliran Kepercayaan dalam GBHN. (Kuntowijoyo, Muslim
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Tanpa Masjid, Mizan 2001, h 94-96, lihat juga Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat
Islam, Mizan 1997, h 167-168)

Hal yang sama juga pandangan pluralis dari pendiri NU, Hasyim Asyari dan
Wahid Hasyim Menteri Agama zaman Soekarno (Bapaknya Gus Dur) memberikan
pijakan teologis yang sangat pluralis tentang Indonesia, sehingga tidak menjadikan
Departemen Agama nenjadi Departemen Agama Islam, sekalipun Depag dikatakan
sebagai konsensi politik Negara atas Umat Islam yang telah berjuang dalam perang
kemerdekaan. Hasyim Asyari menegaskan bahwa Pancasila merupakan final
aggrement antara umat Islam dengan umat lain yang ada di Indonesia sehingga
Pancasila dengan rumusannya yang kita kenal sekarang, merupakan gentlement

agrrement yang patutu dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara.

Dasar teologis NU di atas kemudian diterjemahkan dalam tiga bidang politik
nasional, yakni ukhuwah islamiyah (persaudaraans esama muslim), ukhuwah
basyariyah (persaudaraan sesame umat manusia) dan ukhuwah wathoniyah
(persaudaraan sesame warga Negara dan Negara) yang berimplikasi pada tindakan
dan sikap politik umat Islam di Indonesia. Hal seperti itu telah lazim di kalangan NU
dan juga kalangan non NU, termasuk Muhammadiyah dan kaum abangan di Indonesia

yang perlu mendapatkan respon positif. Pendasaran teologis di atas dinyatakan

kembali oleh KH. Ahmad Shidiq.

Jika kemudian kita menengok sejarah kelam agama-agama di Indonesia yang
seakan-akan penuh konflik sosial sejatinya karena apa yang terjadi selama puluhan
tahun kita lalai dengan pesan dasar para founding fathers bangsa ini. Dengan
demikian hubungan antarumat beragama perlu mendapat nama baru, dan substansi
baru. Selain menimbulkan sikap apologetis, juga kerukunan atau toleransi hanya
cocok untuk masyarakat agraris, tetapi tidak sesuai untuk masyarakat industrial.
Kerukunan itu mengarah ke dalam masyarakat beragama sendiri, berorientasi ke
belakang ke zaman “normal”, dan merujuk pada status quo. Yang diperlukan adalah
konsep baru yang bersifat keluar dan tidak asyik dengan diri sendiri saja, melihat ke
depan dengan bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan, dan dinamis yang
merujuk pada kerjasama. Oleh karena itu, kerukunan atau toleransi sudah saatnya
digantikan dengan kerjasama atau koperasi; di masa depan yang diperlukan bukan
kerukunan atau toleransi, tetapi kerjasama atau koperasi antarumat beragama

(ta'awun ‘“ala al-birri wa at-tagwa). Dengan kata lain, hubungan antarumat beragama
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sudah saatnya bergerak dari inward looking ke outward looking. Lebih jauh, dialog
antaragama bukan hanya bertujuan untuk hidup bersama secara damai dengan
membiarkan pemeluk agama lain ‘ada’ (ko-eksistensi), melainkan juga berpartisipasi
secara aktif meng-‘ada’-kan pemeluk lain itu (pro-eksistensi). (Hans Kung dan Karl
Kuschel, Etika Global, Pustaka Pelajar 1999) Artinya, dialog tidak hanya
mengantarkan pada sikap bahwa setiap agama berhak untuk bereksistensi secara
bersama-sama, melainkan juga mengakui dan mendukung -—bukan berarti
menyamakan—eksistensi semua agama. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh
Raimundo Panikkar dengan istilah dialog intra-religius, yaitu yang tidak hanya
menuntut suatu sikap inklusif, melainkan juga sikap paralelisme, dengan mengakui

bahwa agama merupakan jalan-jalan yang sejajar.

Dalam konteks era transisi demokrasi di Indonesia, maka kerjasama atau koperasi
antarumat beragama menjadi penting dalam pemberdayaan demokrasi. Sebagaimana
dinyatakan oleh Robert W. Hefner, bahwa demokratisasi memerlukan organisasi
warga yang bercirikan kesukarelaan, asosiasi independen, dan keseimbangan
kekuasaan antara negara dan masyarakat yang sama baiknya dengan organisasi warga
itu sendiri. Semua ini dapat membantu menciptakan komitmen dan keseimbangan
yang sesuai dengan kebiasaan demokrasi. Akan tetapi, aktivitas-aktivitas ini masih
belum cukup jika tetap menjadi pengalaman kelompok-kelompok yang terisolir.
Demokrasi pada akhirnya memerlukan budaya publik yang diambil dari pengalaman
yang terpisah ini untuk mempromosikan kebiasaan partisipasi dan toleransi yang
bersifat universal. Budaya warga ini meningkatkan kebiasaan-kebiasaan demokrasi
yang diajarkan, antara lain dalam asosiasi-asosiasi warga sehingga membuat sifat-sifat
terbaiknya tersedia bagi seluruh masyarakat. Diskusi mutakhir mengenai kondisi yang
membuat demokrasi berfungsi seluruhnya konsisten dalam menekankan bahwa
demokrasi tergantung tidak saja pada negara, melainkan juga pada budaya dan
organisasi masyarakat secara keseluruhan. Kesemuanya itu harus terlibat dalam
interaksi yang saling menguntungkan. (Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslim and

Democratization in Indonesia, Princeton University Press 2000, h 214-215)

Apa yang dilakukan Muhammadiyah misalnya pada masa Syafii Maarif untuk
berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan bersama-sama membentuk koalisi
antar agama untuk anti korupsi — ada kalangan yang memlesetkan setelah melihat

perjalanan koalisi tersebut, bahwa sebenarnya bukan koalisi antar agama untuk anti
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korupsi, tetapi sebaliknya koalisi antar agama untuk korupsi-- merupakan awal yang
baik dalam upaya merumuskan bentuk teologi pluralis Muhammadiyah. Dengan kata
lain, melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar kerukunan atau
toleransi menjadi kerjasama atau koperasi. Walaupun banyak kalangan melihat apa
yang dilakukan Muhammadiyah tersebut masih sebatas transformasi pada tingkatan
elite dan belum menyentuh grass root. Dalam konteks inilah teologi pluralis
Muhammadiyah perlu dirumuskan melampaui relatively absolute, tidak sekadar
inward looking (kerukunan atau toleran) tetapi outward looking (kerjasama atau
koperasi, ta awun ‘ala al-birri wa at-tagwa). Dengan kata lain, tidak sebatas ko-
eksistensi melainkan juga pro-eksistensi Adapun indikasi keberhasilan yang
diharapkan dari pengembangan teologi pluralis melampaui relatively absolute dalam
arti outward looking atau pro-eksistensi adalah bagaimana umat beragama di
Indonesia bisa hidup bersama (/ive together) dalam perbedaan dan keragaman, bahkan
bisa bekerjasama. Indikasi yang bisa dijelaskan adalah bahwa dalam hubungan
antarumat beragama bisa saling tidak memutlakkan kebenaran hanya pada agamanya,
bisa saling menghormati keyakinan orang lain, bisa saling berdialog dengan orang
beragama lain, dan lebih jauh, bisa saling berkerjasama dengan umat beragama lain
dalam persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama
(demokratisasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengembangan
pendidikan, bahkan penanganan bencana).

Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tentu saja
akan sangat penting peranan dan pengaruhnya dalam membentuk konstruksi Islam di
negeri ini. Oleh sebab itu, tatkala Muhammadiyah dan NU bersedia dan menyediakan
diri untuk membangun sebuah bangunan masyarakat yang beradab, sehingga
tercermin dalam masyarakat tersebut adanya persamaan hak dan kewajiban,
kejujuran, kedailan, dialog dan kerjasama antar elemen masyarakat disitu pula
Muhammadiyah dan NU telah membangun sebuah masyarakat yang beradab. Tetapi
jika Muhammadiyah dan NU akan berada pada pilihan menjadi kelompok yang
memperkuat gethoisme dan chauvinitas maka dengan sendirinya telah menggiring

masyarakat pada kondisi uncivilized.
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1.

Di awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003, di dalam Muhammadiyah terdapat
perkembangan menarik, yakni lahirnya Jaringan Intelektual Muda
Muhammadiyah (JIMM). Sesuai dengan namanya, JIMM merupakan wadah
intelektual muda Muhammadiyah yang memiliki visi pemikiran Kkritis.
Setidaknya ada tiga alasan yang mendorong munculnya JIMM, yaitu; (1) JIMM
hadir untuk mengawal tradisi pembaruan di Muhammadiyah yang belakangan
cenderung meredup, bahkan mengarah pada konservatisme; (2) JIMM lahir
untuk mengisi kesenjangan intelektual antar-generasi di Muhammadiyah; (3)
JIMM lahir sebagai respons terhadap tantangan dan tuduhan dari dunia luar

Muhammadiyah.

Intelektual muda Muhammadiyah yang tergabung dalam JIMM memiliki
padangan konstruktif terhadap isu kemajemukan dan multikutlralisme. Dalam
pandangan mereka, kemajemukan agama seharusnya tidak perlu menimbulkan
konflik dan praktik kekerasan jika bisa dikelola dengan menggunakan

pendekatan multikulturalisme.

Pandangan intelektual muda Muhammadiyah tentang multikulturalisme bisa
dijadikan acuan dalam mengembangkan studi agama berbasis multikultural
Studi agama berbasis multikutlral menekankan adanya kesederajatan atas prisip
persamaan kemanusiaan; penghargaan terhadap budaya lain; pengakuan dan
pengagungan perbedaan dalam kesederajatan; politics of recognition;

representasi antropologis dan emansipasi sosial.

B. Rekomendasi

Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian telah dikemukakan konstruksi

wacana pluralisme dari kalangan aktivis intelektual muda Muhammadiyah Konstruksi

dari kaum muda Muhammadiyah mungkin perlu ditindaklanjuti melalui proses

pelembagaan antara lain dengan memanfaatkan lembaga pendidikan. Sebagai bangsa

yang memiliki keanekaragaman dalam agama, budaya, etnis, bahasa, dan lain

sebagainya, kita dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik. Konflik sosial yang
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pemah terjadi secara beruntun di tahun 1990-an, selalu berhubungan dengan
kemajemukan. Di antara variabel keanekaragaman yang acapkali menjadi pemicu
terjadinya kesalahpahaman dan berakibat pada terjadinya konflik sosial adalah agama.

Agama boleh dibilang sebagai unsur sosial dengan tingkat sensitivitas yang tinggi.
Mantan Menteri Agama RI, A. Mukti Ali, pernah mengatakan, tidak ada tema
pembicaraan yang paling menggugah emosional selain tema agama. Ranah
pembicaraan agama dapat melampaui ranah budaya, etnis, bahasa, dan lain
sebagainya. Apabila, misalnya, etnis, bahasa, dan budaya, memiliki keterbatasan
hanya dalam konteks kelompok tertentu yang secara kebetulan disatukan dengan
latar belakang etnis, budaya, dan bahasa tertentu. Tapi, tidak dengan agama.
Agama bisa merangkul perbedaan budaya, bahasa, dan etnis. Sehingga jika ada
persoalan sosial seperti konflik yang dipicu oleh agama, maka dengan begitu
cepatnya mendatangkan respon dari pihak yang memiliki kesamaan agama dengan
pihak yang terlibat dalam konflik secara langsung, meskipun dari sisi budaya
berbeda.

Meskipun akhir-akhir ini jarang terdengar peristiwa konflik sosial
bernuansakan perbedaan agama sebagaimana yang terjadi di tahun 1990-an, tidak
berarti lingkungan sosial kita sudah steril dari konflik. Dalam bentuk konflik realistik,
memang belum muncul kembali. Namun begitu, pada masing-masing komunitas
agama sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut dengan konflik autistik. Perbedaan
antara konflik realistik dan konflik autistik terletak pada artikulasinya. Dalam konflik
realistik, pihak-pihak yang saling bertentangan sudah berhadapan, dan bahkan
menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Sedangkan konflik autistik sebatas perbedaan
dan kesalahpahaman di level pemahaman dan sikap. Sewaktu-waktu konflik autistik
bisa berubah menjadi konflik realistik jika ada pemicunya.

Tentu tidak mudah mengeliminasi konflik autistik. Sebagai bagian dari
pembentuk identitas manusia sebagaimana halnya etnis, budaya, dan bahasa, agama
menempati posisi yang paling sublim dalam kehidupan manusia. Agama patut
ditempatkan dalam posisi yang demikian karena salah satu bagian fundamental dalam
cara mengada (mode of existence) manusia adalah, pencarian terhadap agama. Bahwa
agama menjadi bagian penting dalam cara manusia mengada, bisa dibuktikan dari
obyek yang paling banyak dicari oleh manusia sepanjang hayatnya. Agamalah yang
paling banyak dicari. Sejarah primitif manusia selalu diwarnai oleh pencarian
terhadap agama. Dari beberapa hasil kajian dalam ilmu-ilmu sosial, agama selalu
disebut sebagai salah satu aspek yang paling banyak mewarnai historisitas manusia.
Tentu saja, mengiringi kesederhanaan peradaban manusia, konstitusi agama manusia

seperti dalam studi yang dilakukan oleh Emile Durkheim, juga bercorak elementer.
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Proses pencarian manusia terhadap agama adalah kelanjutan belaka dari
karakter manusia yang sejatinya merupakan makhluk religius. Dari sudut pandang
kajian keislaman, agama pertama-tama diposisikan sebagai firrah majbulah.
Maksudnya, dalam diri manusia terdapat potensi beragama, sehingga manusia dalam
pandangan Islam mudah menerima agama. Agama sebagai sesuatu yang diwahyukan,
dalam Islam disebut dengan fitrah munazzalah. Tidak perlu dipersoalkan wujud
eksoteris agama yang dipeluk manusia. Sebab apapun wujudnya, penemuan dan
penerimaan manusia terhadap agama pasti berawal dari kenyataan “misteri yang
menggentarkan”  (mysterium tremendum), dan “misteri yang memesonakan”
(mysterium fascinans). Dalam semua agama yang dipeluk manusia, baik yang melalui
proses budaya maupun wahyu, bisa dipastikan terobsesi denga kedua hal tersebut.

Hal itulah yang membuat manusia memandang agama sebagai sesuatu yang
demikian bermakna, tidak saja bagi dirinya sebagai makhluk pribadi, tetapi juga bagi
kehidupan kolektifnya dengan komunitas manusia lainnya. Berikutnya, agama secara
sosiologis menjadi identitas kelompok yang sulit dihilangkan. Ada kecenderungan
yang sulit dihilangkan dalam kehidupan manusia secara berkelompok. Yaitu, manusia
selalu mengidentifikasi dirinya dengan agama kelompoknya. Kecenderungan lain
setelah agama mengalami eksternalisasi dan obyektivikasi sebagai realitas kelompok,
pada masing-masing anggota kelompok selalu menjaga eksistensi kelompoknya
terutama jika ada penetrasi dari kelompok lain. Selalu saja muncul kecurigaan atau
prasangka terhadap kelompok lain. Dan, tidak bisa dipungkiri, agama merupakan
salah satu bagian dari prasangka. Prasangka itu, misalnya, tampak pada penilaian
subyektif bahwa agama lain sebagai ancaman. Phobia terhadap keberadaan kelompok
agama lain pun bersemai. Semua prasangka itu muncul dari pemahaman subyektif,
tanpa perlu melakukan pemahaman secara fenomenologis. Meminjam ungkapan
Walter Lippman: “ We do not first see, and then define, we define first and then see”.
Nah, konflik realistik dalam kehidupan agama bermula dari situasi pemahaman
seperti ini.

Salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruks
yang lebih bersimpati dan berempati terhadap keberadaan agama lain adalah
pendidikan. Kita tentu sangat bergembira dengan munculnya usaha-usaha konstruktif
untuk semakin mendekatkan jarak sosial (social distance) antar kelompok agama.
Kegiatan dialog lintas agama sebagai salah usaha yang konstruktif tersebut,

perkembangannya cukup menggembirakan belakangan ini. Tetapi tetap saja ada
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kritik terhadap usaha tersebut. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan dialog lintas
agama hanya terbatas pada kalangan tertentu, yaitu kalangan elitnya saja. Seringkali
pula tema-tema yang didialogkan kurang sistematis. Sudah saatnya institusi
pendidikan dimanfaatkan sebagai tempat persemaian untuk menumbuhkan sikap
egaliter terhadap keberadaan agama lain. Dalam institusi yang memang sudah teruji
ini, perlu dikembangkan pembelajaran agama bercorak plural dan multikultural yang
dimulai sejak anak dalam usia dini. Pembelajaran agama bercorak plural dan
multikultural, bisa dipahami sebagai suatu proses penyadaran terhadap adanya
keanekaragaman agama serta kesediaan memberlakukan setiap agama secara egaliter.
Dalam pembelajaran agama bercorak multikultural, seluruh warga belajar diajak
menghayati secara fenomenologis keragaman agama di luar agama yang dipeluknya.
Dalam rangka itu, para warga belajar diberi penguatan agar bisa mentransformasikan
pengalaman agamanya yang subyektif, ke pengalaman subyektivitas ganda (double-
subjectivism). Dalam subyektivitas ganda, pengalaman masing-masing pribadi coba
didialogkan untuk bersama-sama mencari titik temu (modus vivendi). Tentu saja,
pembelajaran agama yang diharapkan bisa mendorong tumbuhnya pengalaman
subyektivitas ganda, harus bertitik tumpu pada landasan teologi dan filsafat tentang
kesetaraan agama. Jika pendidikan bisa digarap serius sebagai media untuk
menumbuhkan sikap egaliter terhadap semua agama, maka keragaman agama bukan

lagi sebagai ancaman.

Banyak dari kalangan warga Muhammadiyah sendiri yang berpandangan bahwa
gagasan intelektual muda Muhammadiyah yang tergabung dalam JIMM sering
menimbulkan kontroversi. Namun demikian, gagasan mereka tentang perlunya
pluralisme dan multikulturalisme menarik diapresiasi seperti dengan mengembangkan
studi agama berbasis multikultural. Institusi pendidikan Islam di Indonesia perlu
memikirkan corak studi agama berbasis multikultural sebagai upaya mengembangkan

kesalingpahaman antar umat beragama di Indonesia sehingga konflik bisa dihindari.
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